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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, 
PENCANTUMAN, DAN PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDER PADA SISTEM INDONESIA 
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ABSTRAK :  - bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing penyedia logistik nasional, 
Pemerin tah telah menetapkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV yang dilaksanakan melalui 
perubahan kebijakan pengawasan tata niaga dari border menjadi ke post border, dan sesuai 
ketentuan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia 
National Single Window, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem 
Indonesia National Single Window; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); Perpres RI No. 44 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 85);  Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 180/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1825);     
Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);  

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      LNSW menyediakan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan 
tata niaga post border pada SINSW. Ketentuan mengenai tata niaga post border diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait, dan untuk dapat dicantumkan dalam SINSW, ketentuan mengenai 
tata niaga post border harus disampaikan kepada Menteri u. p. Kepala LNSW. 

LNSW melakukan penelitian terhadap ketentuan dan informasi mengenai elemen data sebelum 
dicantumkan pada SINSW. Ketentuan mengenai tata niaga post border yang telah dicantumkan 
pada SINSW, digunakan sebagai referensi validasi pemenuhan perizinan tata niaga post border 
dan pemberian data realisasi impor kepada kementerian/lembaga penerbit ketentuan mengenai 
tata niaga post border. 

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 September 2020 diundangkan pada tanggal 21 
September 2020. 

  - Lampiran halaman 9-11.  

 


